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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi penerapan 
sanksi pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi di 
Indonesia, instrumen hukum pengembalian kerugian keuangan negara dan sanksi 
terhadap pihak ketiga yang menerima hasil tindak pidana korupsi. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan sejarah hukum untuk menelusuri kesejarahan tentang 
unsur, pengertian, implementasi peraturan perundang-undangan tentang korupsi 
yang terjadi di Indonesia, pendekatan kasus (case approach) untuk mencari 
kebenaran hukum obyek yang diteliti berdasarkan suatu kasus, dan pendekatan 
politik hukum untuk membentuk ius constituendum sanksi terhadap pihak ketiga 
yang menerima hasil tindak pidana korupsi. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan 
metode penalaran deduktif yaitu suatu cara mengungkap suatu kebenaran dengan 
mengukur kesesuaian suatu spesies yaitu norma hukum positif dengan genusnya 
yaitu dengan menarik kesimpulan menjadi hal-hal yang bersifat khusus yaitu 
mengenai penerapan lalu menetapkan sanksi dan instrumen hukum pengembalian 
kerugian keuangan negara terhadap pihak ketiga yang menerima hasil tindak 
pidana korupsi. 
Hasil dari tindak pidana korupsi yang berupa keuangan negara dalam 
kenyataannya tidak hanya diterima atau dinikmati oleh terdakwa, tetapi juga 
diterima atau dinikmati oleh pihak ketiga yang tidak menjadi terdakwa. Dalam hal 
yang demikian perlu penjatuhan sanksi pengembalian kerugian keuangan negara 
terhadap pihak ketiga yang secara prosedural memerlukan instrumen hukum yang 
tepat dan efektif. Berdasarkan penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa ius 
constituendum sanksi terhadap pihak ketiga yang menerima hasil tindak pidana 
korupsi wajib membayar ganti kerugian yang besarnya sesuai dengan yang 
diterimanya dan instrumen hukum yang efektif dan efisien terhadap pihak ketiga 
yang menerima hasil tindak pidana korupsi dalam rangka pengembalian kerugian 
keuangan negara adalah dengan cara penggabungan perkara gugatan ganti 
kerugian. 
 




















This research is aimed to know and evaluate the applying sanction return 
of loss state’s finance in corruption in Indonesia, the law instrument return of loss 
state’s finance and the sanction to the third party accepting the result of 
corruption. This research uses history law approach to trace the historical of the 
element, the knowledge, and the implementation of corruption law happened in 
Indonesia, the case approach is to find the truth of law of the object researched 
based on a case, and the politics law approach is used to make ius constituendum 
sanction to the third party accepting the result of corruption. 
This research uses the normative law method with deductive framework. It 
is a way to find the truth by measuring the appropriate of a species, that is positive 
law norm with its genus by making conclusion into specific things, that is the 
application and then decide the sanction and law instrument of return of loss 
state’s finance to the third party accepting the result of corruption. 
The result of corruption which is in the form of state finance, in fact, not 
only accepted or enjoyed by defendant but also accepted or enjoyed by the third 
party which not becomes defendant. In this case, it needs sanction in returning the 
loss state’s finance which by procedural need effective and correct law 
instrument. Based on this research, the results were obtained that ius 
constituendum sanction to the third party accepting the result of corruption must 
pay the loss finance which the value is the same with he got and the effective and 
efficient law instrument to the third party accepting the result of corruption in 
returning the loss state’s finance is by combining the accusation case of 
compensation. 
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